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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan 

hasil analisis terhadap praktik Ico Pakai Waris dalam masyarakat adat Kerinci. 

Kesimpulan ini merangkum temuan utama penelitian yang mencakup aspek 

praktik pewarisan, nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, serta logika 

hukum adat yang melandasi keharusan pelaksanaannya. Selain itu, kesimpulan ini 

juga menunjukkan implikasi temuan penelitian terhadap pemahaman hukum adat 

dan relevansinya dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam. 

8.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji praktik Ico Pakai waris masyarakat adat Kerinci. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, praktik Ico Pakai Waris dalam masyarakat adat Kerinci berfokus 

pada pengelolaan harta pusako tinggi sebagai milik kaum yang tidak diperlakukan 

sebagai harta individual. Pewarisan tidak dilakukan melalui pembagian 

kepemilikan, melainkan melalui mekanisme pemakaian dan pengelolaan harta 

yang diatur oleh adat. Harta pusako yang diwariskan umumnya berupa tanah 

basah dan tanah kering. Penggunaan harta tersebut dibatasi oleh aturan adat agar 

tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup anggota kaum tanpa 

menghilangkan keberadaannya sebagai warisan bersama. Dengan demikian, Ico 

Pakai Waris tidak hanya mengatur pemanfaatan harta, tetapi juga menata 

hubungan sosial dan tanggung jawab antaranggota kaum. 

Kedua, Ico Pakai Waris mengandung nilai-nilai adat yang menjadi dasar 

keberlangsungan sistem pewarisan pusako tinggi dalam masyarakat Kerinci. Nilai 

tersebut meliputi tanggung jawab untuk menjaga pusako sebagai amanah bersama, 

solidaritas antaranggota kaum dalam pengelolaan dan pengawasan, serta 

perlindungan kaum melalui pemanfaatan yang teratur agar harta tetap tersedia 

bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai ini berfungsi menjaga keharmonisan 

hubungan kekerabatan, mencegah konflik perebutan harta, dan memastikan 

keberlanjutan pusako tinggi lintas generasi. Penerapannya berlangsung secara 
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turun-temurun melalui praktik adat, peran aktif ninik mamak, serta kesadaran 

kolektif anggota kaum untuk mematuhi ketentuan adat. Dengan demikian, nilai 

Ico Pakai Waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi landasan sosial yang 

mengikat dan memperkuat struktur kekerabatan dalam masyarakat adat Kerinci. 

Ketiga, keharusan pelaksanaan Ico Pakai Waris dalam masyarakat adat 

Kerinci didasarkan pada tujuan untuk menjaga keutuhan harta pusaka, melindungi 

hak anggota kaum, serta mempertahankan keseimbangan sosial-adat. Landasan 

keharusan tersebut bersumber dari norma adat yang hidup, legitimasi Ninik 

Mamak, serta kesepakatan kolektif masyarakat yang memandang pusaka tinggi 

sebagai amanah bersama. Melalui mekanisme Ico Pakai, masyarakat memperoleh 

manfaat berupa kepastian pengelolaan harta, pencegahan konflik waris, dan 

terjaganya hubungan kekerabatan lintas generasi. Keharusan ini juga berfungsi 

sebagai instrumen pengendalian sosial yang memastikan setiap anggota kaum 

menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, logika 

hukum Ico Pakai Waris tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi berakar pada 

kebutuhan sosial dan keberlanjutan adat masyarakat Kerinci. 

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maqasyid 

syariah Ico Pakai Waris  memberikan perlindungan harta (ḥifẓ al-mall) melalui 

tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pusako tinggi,  serta melindungi 

keturunan (ḥifẓ al-nasl) dalam bentuk keberlanjutan generasi dalam 

memanfaatkan harta pusako tinggi sebagai sumber penghidupan. Sebab, ico pakai 

waris berfungsi sebagai perlindungan terhadap pusako tinggi agar tetap utuh 

dalam struktur sosial kaum, demi menjaga hubungan antar kaum dan menghindari 

konflik internal kaum dalam perebutan harta warisan. Dengan demikian, ico pakai 

waris  dipahami sebagai instrumen hukum kolektif dalam pembagian warisan 

untuk melindungi kaum. 

8.2 Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

memperluas cakupan wilayah kajian pada komunitas adat Kerinci di daerah lain, 

baik yang masih kuat mempertahankan praktik Ico Pakai maupun yang telah 

mengalami perubahan, guna melihat variasi penerapan dan dinamika pewarisan 
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harta pusako tinggi dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga 

dapat mengkaji secara lebih mendalam relasi antara praktik pewarisan adat Ico 

Pakai dengan hukum waris Islam formal, khususnya dalam isu perlindungan hak 

perempuan, mekanisme pengawasan kolektif, serta respons adat terhadap 

perubahan sosial dan ekonomi modern. Selain itu, pendekatan komparatif dengan 

sistem pewarisan adat lain di Sumatera seperti Minangkabau, atau Melayu Jambi 

dapat memperkaya pemahaman mengenai pola pewarisan kolektif, keseimbangan 

peran gender, dan mekanisme keberlanjutan harta adat dalam masyarakat Muslim 

Nusantara. Dengan demikian, kajian selanjutnya diharapkan mampu memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kontribusi hukum adat 

sebagai living law dalam membangun keadilan sosial dan kemaslahatan kolektif di 

tengah masyarakat Muslim kontemporer. 

8.3 Implikasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Ico Pakai Waris di masyarakat 

adat Kerinci memiliki implikasi penting dalam membentuk kesadaran kolektif 

mengenai tanggung jawab keluarga, legitimasi hukum adat, dan perlindungan hak 

waris lintas generasi. Pelaksanaan tradisi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban 

adat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi konflik 

keluarga melalui keterlibatan Ninik Mamak sebagai mediator resmi, sekaligus 

menegaskan kesetaraan peran gender dan keberlanjutan institusi keluarga. Dengan 

demikian, masyarakat yang mematuhi prosedur Ico Pakai Waris memperoleh 

manfaat protektif, keadilan sosial, dan kepastian hukum, selaras dengan prinsip 

Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, 

dan kehormatan, sekaligus memperkuat silaturahmi, keharmonisan rumah tangga, 

dan kohesi sosial yang berkelanjutan. 

8.4 Keterbatasan Studi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, 

data lapangan dalam penelitian ini lebih banyak bersumber dari wawancara 

dengan tokoh adat dan beberapa keluarga adat tertentu di Desa Tanjung Pauh 

Hilir, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh variasi praktik dan 

pengalaman masyarakat adat Kerinci di wilayah lain. Kedua, meskipun praktik 
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Ico Pakai berkaitan erat dengan peran anak batino, penelitian ini belum menggali 

secara lebih mendalam perspektif perempuan sebagai subjek yang mengalami 

langsung pengelolaan harta pusako tinggi, sehingga potensi pembacaan kritis dari 

sudut pandang perempuan masih terbatas. Ketiga, keterbatasan penanda historis 

yang pasti dalam narasi adat menyebabkan kajian kronologis mengenai awal mula 

dan perkembangan praktik Ico Pakai sulit dilakukan secara presisi, sehingga 

penelitian ini lebih menekankan pada makna sosial, fungsi adat, dan logika hukum 

yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan 

cakupan informan yang lebih luas, pelibatan perspektif gender secara lebih 

mendalam, serta pendekatan historis dan komparatif yang lebih kuat sangat 

diperlukan untuk melengkapi dan memperkaya temuan penelitian ini. 
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